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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 188.45/ 15 /KPTS/VII /2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU NOMOR 188.45/01/KPTS/1/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAMUJU

Menimbang ! a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran
keberhasilan  pencapaian  suatu  tujuan  dan sasaran
stralegis vang telah ditetapkan;

hr. bhahwa berdasarkan evaluasi AKIP Kemenpan RB tahun 2024
dan demi perbaikan kedepan untuk mencapai keberhasilan
tujuan dan sasaran strategis pemerintah, perlu disusun
revisi Indikator Kinerja Utama [IKU) Tahun 2024-2026 di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
pada poin (a) dan poin (b} di atas, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tentang
Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Kabupaten Mamuju;

Mengingat ‘
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 f{entang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kenoann
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700},

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesin
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 5846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5038},

5. Undang-Undang Noemor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang,
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 1440)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4817)

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

0, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjp dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemenntah;
13, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kenja

Pemerintah Dacrah

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor
90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Nomor 70 Tahun 2016);

16, Peraturan Daerah Kabupalen Mamuju Nomor | Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025; (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor});

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021
tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2020

20. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomeor 31 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Tahun 2023 Nomor 11);

22 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nemor
31).



MEMUTUSKAN

Menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala [hinas Proanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju Nomor I8B.45/01 fKIFTS/1/2024 Trntang
Penctapan Indikator Kinerja Utama (IKU)] D1 Lingkungan [hinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaien
Mamuju Tahun 2024,

Kesatu . Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju Nomor 18B.45/01 /KFTS/1/ 2024 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan [Jinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten
Mamuju Tahun 2024,

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketent uan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

intetapkan dh - Mamuju
Pada Tanggal : 31 Juli 2024
Kepala Dinas,

HJ., HASNAWATY SYAM, SE.M.S8i

Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
NIP : 19680928 200604 2 002

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. BUPATI Mamuju di Mamuju;

2. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab, Mamuju di Mamuju ;
3. Masing - Masing vang bersangkutan;

4. Arsip;
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REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 - 2026

15 /KIPTS) Vilf 2024
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Penunaman Modal Jumlah [Nilai Rupiah Menin)
Realisas Persentase Nilai Realisasi Investas Terhadop (LEPM)
Investasi) Target Realisasi Investnsi
Meningkainya Kualitas Indcks Skor G0 M | 90AT | 9038 | NUal Skor IKM “"'“'_ Hiirvesy | Tahun | Kssdon (]
Pelayunan Perlzinan Non | Kepuasan ;’f:v:::'k"“
Perizinan dan Masyarakal
Penanaman Modal (IKM) Delins Opearsional IKM adalah data dan

informasi tentang tingkat kepunsan masyaraka
yiurig diperoleh dar hastl pengukuran secara
kuantitatil dan kualiratl atas pendapat
masyarakal didlam memperoleh pelayanan dan
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan
kebutuhannys




Tersclenggaranya
Birokrasi OPD vang
Efektif. Efisien dan
Beroneniasi pelavanan
prima

Predikar AKIP Predikat BB ‘ BB

Predikat Akuntabilitas Instans: Pemerinwah diukur ;

Ada/Tidak

melalui Sisterm Akuntabilitas Kinerja Instansi |

| Peme rintah

(SAKIP]. SAKIP adalah rangkaian

|
| sisternatik dan berbagal aktivitas, alat, da.nl
|pmsrdu:' yvang dirancang untuk menetapkan, | '
mengukur, mengumpulkan

| mengklasifikasikan,

data, | |

mengikhtisarkan, dan |

melaporkan kinerja instansi pemernintah. | HasiNida

Predikat akuntabilitas ini diberikan berdasarkan | Evausdan . 17skun

] i ! Inspektornat
| penilauan terhadap kinerja insiansi pemerintah |

| dan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain; |

AA (Sangat Memuaskan): Milai > 90 - 100

-

I
A (Memuaskan): Nilai = B0 - 90

BB (Sangat Baik): Nilai = 70
B (Baik): Nilai = 60 - 70

CC (Culmp): Nilai > 50 - 60
C (Kurang): Nilai = 30 - 50

I 1
— 80 |

D (Sangat Kurang): Nilai 0 - 30 | |

Enslon 11

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 31 Juli 2029

Pangkat : Pembina Utama H'.u:'ll. -IV/e

NIP

: 19680928 200604 2 002



REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 - 2026

keseluruhan Jumiah o yang terbit mealul sistem 055 sesudi
dengan Peraturan Pemerntan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
penyelenggaman perizinan berusaha berbasis risiko

-- ' ATA SUMBER | TARGET
w0 | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUS INDIKATOR SATUAN FORMULASI / Definisi Operasional DATA | waxru | T
\ 2024 | 2025 | 2026
Jumlah Realisasi Investasi X 100% —
Laparan
Target Investasi
Teroptaryd Tim yang Kondusd untuk Persenitase Nilal - 0 Kegiatan 3
4 Penanaman Modal Tnvestasi Persen & o7 14 Pensnaman | 12 Bulan | Eseion M
Maodal
Persentase Nilai Realisasi Investasi Terhadap (LKPM)
Target Realisasi Investasi
Jumiah investor barskala naslonal (PMDN /PMA) Data
Definis Opearional Investor adalah penanam modal perseorangan Laporan
N Meninghatips [heldifitas Promos Penasaman Jumlah peningkatan ——— 61 59 &5 atau bagan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat Kegiatan 12 Botan | Esston M
Modal investor berupa penanam modal datam negen (PMON) dan penanam modal | Penanaman
asing (PMA) Modal
(LKPM)
Jumilah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Tahun berjalan
X 1D00%e
Persentase Penerbitan Target Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Data
3 | poernar dan Mon | pesen | 100 | 100 | 100 Laporan | 12 Butan | Eseion m
Modlal Definisi operasional Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah Perizinan




Target jumiah penzman dan Non perzinan yang dimaksud adalah
Jumlah target Pelaky Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Pergman
Berusaha melalu Sstem Perrnan Berusaha Berbasis Rsiko
Terintegrasi secara Elektronik yang sudah ditetapkan pada sub
kegiatan Penyediaan Pelayanan Perrinan Berusaha medalu Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegras! secara Elekironik

Jumlah perizinan + non perizinan + LEKPM yang
dimoney

X 100%0
jumiah total Target Pengawasan

Persentase Data
Meningkatya Kuali I Pelaksa i
Pm';ts-wauﬁe::n?:-aﬁrdnﬂda o o oanaan Mononnd | pesen | 50 [ 50 | 50 | Defiasi Operasional Jumian Perizinan, Non Perizinan dan LKPM Laporan | 12 Bulan | Eselon I
Pa ; adalah seluruh jumian NIE yang terdapat pada apiikasi 0S5 baik Penanaman
AanAMan Moda rezfio tnggi,menengah tinggi dan Rendah yang ada di wilsyah Modal
Kab.Mamuju
Definisl Operassonal Targe! Pengawasan adalah Jumiah tamet
Perizinan, Non Perizinan dan LEPM yang diawasi Pada Sub Kegiatan
Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah laporan yang tersedia
X 100%
) Persentase [aporan Jumilah Laporan eseion [T
Meningia Pengeiolaan [Cata dan Sistem Laporan (12 Laporan ) pora
lnfu:rn.?as:mananﬂn Modal " data base perizinan Persen 100 100 100 Cata 12 Bulan
dan non perizinan Definisi Operasional Laporan database Pertzinan dan Non Perzinan OPMPTSP
adalah seluruh data perzinan dan non perizinan sebap bulan yang
diambil /ditarik datanya dan baik dari aplikasi 0S5, Sicanbik dan
Simibg.
Realisasi kegiatan penunjang urusan pemerintah
daerah
X 100%,
Indeks Kualitas Jumiah Kegiatan Penunjang urusan Laporan
T imya T. Kinerja Urusal pora
siss ol oo st o Penunjang Urusan persen | 100 | 100 | 100 pemerintah daerah i AP pe—
Pemerintah Daerah DPMPTSP
Definisi Operasional Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
adalah Sefuruh kegiatan rutin yang mendukung Pemerintah Dasrah
dalam hal inl gl Sekretanat,
Tersedianya penetapkan Pemberian jumiah regulasi yang tersedia
Faslitas/Tnsentif Dibidang Penanaman Persentase jumiah Laporan Anaiis
Modal yang Menjadl Kewenangan Daerah reguig urusan Persen 100 100 100 X 100% data 12 Bulan | Kebijakan
pEnanaman modal DPMPTSP ANl Muda

Kisbupaten/Kota

Jumliah Target




Detinesl Operasonal Percentass Regulasi Lrusan Penanaman Modal
Adalah Persentase selurah jumiah regulas! yang tersedia teriai
kegatan penatanian modal

eiapkanme keigaican Dasrah dalam

Jumbah  Peératuran
Davrah Prowins

Jumlah Regulasi yang tersedia

Defintsi Operasional Reguissi adalah aturan yang dibuat otoras
untuk mengawasi segaka hal agar berjalan tertib dan lancar
Pemberian fasditas /nseatll adakh dukungan kebnakan fiskal dar

dalam Pembenan Pemenntah Daeral kepada Masyarakatoan/atau Investor unibuk Laporan Airale
E Parnbenar | asiitas [nsentil dan Kemudaha Fasitas/Insentt  dan | Dokumen d 1 ! meningkatkan investasi di Daeran, Pemberian kemudahan adalan data 12 Bulan | Kebiakan
Penanaman Modal Korviuctahan penyediaan fasilitas nonfiskal dar PPMPTSR ARl Muga
Peanaman Modal Pemenntah Daerah kepada Masyarakataan/atau Investor umbuk
mempermudah setdp kegiatan investas! dan untuk meningkatkan
imwestasi i Daerah sedangkan Penanaman Modal yang dimaksud
adalah segala béntuk kegiatan menanam modal, baik olsh penanam
modal dalam Daerah maupun pendanam modal dar lear Daerah untuk
makukan usaha di wilayah Kabupaten
jumiah peta potensi yang tersedia dibagi
x 100%
Tersechanys Peta Potensl Investas: Persentase Peta Jumlah Target Laporan Anair
g s A Potenss Investasi Persen 100 100 100 data 12 Bulan Kebijakan
tersedu DPMPTSP ARl Mudd
Defins Operasional Persentase Peta Potensi adalah Persentase
dokumen potens! investasi | Dokumen RUPM dan Dokumen Peta
Potensi)
Jumilah Perda yang tersedia
Definisl operasional Perda adalah peraturan perundang- undangan
et Psaturan yang dibentuk bersama olzh Dewan Perwakilan Rakyat Dagmah
h  (Perds) denpgan Kepala Daerah baik 0i Propinsi maupun di Kabupaten/Kota
Tersusunnya Peraturan Daerah (Penda) R A L Laporan 2071 1 Anals
12 Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Pena Modal Dokumen 0 0 0 data siaanze | KEDnakan
Lanupaten Kok et Definisi Operasional Rencana Umum Penanaman Modal Daerah DPMPTSP ARN Muoa
Daerah Kah/Koia adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang
KADupAten /Kot sampal dengan tahun 2025, RUPM berfungsi untuk mensinergikan
dan mengoperasionalisasikan
seluruh kepentingan sekioral terkam, agar tidak tenadl tumpang
tindih dalam penetapan pnaritas sektor-sektor yang akan
dipromosikan
1 Temannyn CNE POt lawshe Dokumen | 1 1 1 Jumiah Dokumen Peta Potensi yang tersedia 12 Bulan
At pane Kot




Difiniel operasional Dokumen Peta Patens) adalah Dokurmen yg

shstem elaktronik ednbegrasi yang dieelala dan diselenggarakan olah
Lembaga 055 untuk penyelenggarnan Perlzingn Barusaha Berbasks
Rishoo

|
m ﬁut"m Pera disusun untuk menggambarkan keglatan ekonom) yang sedang La;:‘;an K:mﬂr::an
Kabupaten Kot tumbuh di Dagrah Kab.Mamuju dan juga potens pengembangan DPMPTSP ARl Muda
berbiagal sektor ekonomi Kab, Mamuju
Jumlah Promosi yang dilkuti
¥ 100%
Jumiah rencana promosi yang ada
Teraksananya Promos Penanaman Modal Persentase Jumiah Laporan Anals
12 yang Menjadl Kewenangan Daerah Promos Investast Persen 33 33 k] data 12 Bulan | Kebiakan
Kabupaten/ Kota diibuti DPMPTSR ARl Muda
Deginis| Operasional Persentase Promos| Investasl adalah persentase
seluyruh promost balk (tu pameran, workshop maupun event - event
penanaman miadal yang dilkuti
Jumiah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi
Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota
Deginisl Operaskonal Promosl Investas! adalah segala bentuk
komunikas: yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau
Tersusunnya Peraturan Dasrah yang Jumilah dokumen meyakinkan tentang potens| dan peluang serta lkdim Penanaman Lapsran Angls
13 strategl Promosi Modal kepada pemangku kepentingan di dalam neger ;
Mengatur Promosi Penanaman Modal Dokumen k 1 1 i data 12 Bulan Kehiakan
Emvsits Kabupaten/Kota Penanaman Modal {InvestoriAdapurn pada promos! inl berfokus pada : Analisis Potensi DPMETSP ARN Mu
ngan b Kab/¥ota Investasi dan Perencanaan strategl promasi (penyusunan profil M
Investast)
Perda yang mengatur promosi penanaman modal adalah Aturan -
aturan yang berlaku sesual dengan ketentuan daerah mengenal
promost peranaman modal
Tedaksananya Perfrinan dan Non perzinan | o 0 cn pai) Semua Perizinan Umum yang Terlayani dengan online
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang sy sl SApan Anat
14 Umum Tertayani Persan 100 100 100 data 17 Bulan | Kebdaksn
Penanaman Modal yang Menjadi d R DPMETSP AN Muda
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota g e ’
nga Defnisi operasional Perizinan umum adakh seruh isn yang
terlayan| secara online
Jumiah Pelsku Usaha Jumiah Pelaku Usaha yang memperoleh NIB
yang
TMendapatian
Pelayanan Perkzinan
Tersedianya Pelayanan Perlzinan Berusaha Bﬂl:.r:uhl melalul Pelaku Definlsl operasional Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau Laporan Analis
15 melalul Sstem Perginan Berusaha Berbasis | oo oL Usaha | 2400 | 2300 | 2400 | padan usaha yang melakukan usasha dan/atau kegialan pada bidang data 12 Bulan | Kebijakan
Risiko Terinbegras secar Elektronik Barisaha Berbasl ety DPMPTSP ANl Muia
Riniko Sistem Perizinan Berusaha Terntegiasl secara Elektronlk (Onfine
;-ﬂnw]r:ll LA Single Submission) yang selanjutiya disebut Slstermn 055 adalah
bektron




—— - ——— — —_———— —— - —_—— - - = e ——— e e —
lmlah Aaylatan Usaha Tumiah Keglatan Usaha yang mendapal pemantausn,
iy '""'"‘""I“"‘“ » analisis, avaluasl, dan palaporan di bidang perizinen
Tirtakombinganyd [a1uas iy aiwaimm, x;ﬂ“"':“ '$ ‘:‘“ i usahia
evalaea, ) Pesaih s 0 DRiang pwruinan & MHN+L“.-:IIHI|; . L apanai Al
16 Pesiman Do D (Sl |ailan Derah [t R RAEY Unahi 1 140 (0] ditla I Hudan Ko filpakan
R Poghabeny KOba Dagl Kogkalan Lsahg 3ai s L te DNkl Dbl Ohpaedapmional - pesimantauai, analisis, evaluasy, dan pelaporan di | poppesp ARl Myuila
P | baha Eridaingg e wriiian paiiy ik adalah keystan yaing dikkakan
m&:ﬂﬁ:’m‘ bk SRR g sl uh juimlah keglalion usalia pang telah alaa
Pelahy Ldha Pesliim msrmerain komitinen / kepalulan benusaha
Jimbah Pelaku usaha
yang Menipenseh
T N — m?:1 nﬂ'._-:n“.;:tu Jumilah layanan Konsultasi yang sudah ditindakianjuti
Konsuitisd herhacay Perzinan Berusaha : Pelaku URparsn AP
1 1 St PerGinan Berusaha Borbass melaiul Sadem ha (1] 61 62 data 12 Bulan | Kebgakan
ek Perzinan Rerusana = DPMPTSP ARl Muia
Rmdo Termiogras sscara Elestronii Berhass B
ik Pefinisl operasional Layanan konsulash adalah Byanan yang
Termnbeqras! secar hiserikan balk secara langsung maupuar Boak langsung kepada
Elektronik pelaku usaha mengenal perzinan dan ditindaklanut
Jumiah Kegiatan Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasl Penentapan
Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjad] Kewenangan
Koordinas! dan Habupaten | Kota
Teriaksananya Koordinasi dan Sinkronsasi Sinkronisasi Laporan Analis
18 Penetapan Pemberian Fasilitas, Tnsentif Penentapan Pemberian Dokumen 7 1 1 data 12 Bulan | Xebijakan
. - J ken/Kob W'L“:‘:;:I;? Deefinesi operasional yang dimaksed adalah kegai@n yang Caldly Ak Muda
Kabupaten/Kota mmberikan fasiias atay kemudahan bag pelaky waha datam
proses perizinan usahanya.
Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan
Kegiatan Penanaman Modal) Data
Terakea eamtsine Pk Laporan
nanya Pengendalian Pelaksanaan Usaha yang Kegiatan Anal=
19 Penanaman  Modal yang Menjadi Melaporkan LKPM ( Persen 85 g0 I | Definks operasional LKPM laporan mengenal perkembangan realisas: Petanaman 12 Hulan | Kebnakan
Kewenangan Daerah Kabupaten/XKota Laporan Kegiatan penanaman modal dan permasalahan yang dihadap pelaku usaha Modal Ahll Muds
Penanaman Modal) yang wajlb dibuat dan disampaikan secara berkala .Persentasenya (LKPM)
didapat darl Jumlah kegiatan usaha yang dilaporian dlbag dengan
Jumilah kegiatan usaha yang wajib LKPM X 100%
Jumiah Penyelesalan Data
Teraksana Penyeiesalan Permasaiahan Anals
20 dan Hnmha'rﬁ yang dihadapi Pelaku Usaha Permasalahan dan Keq, 9 15 15 Jumlah Kegiatan Usaha yang telah diselesaikan Laparan 12 Bulan | Kebdakan
dalam mersalisasiian Kegiatan Usahanya Hambatan yang Liasaha permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usahs PeEnanaman Anll Muda
dihadapi Pelaku Usaha Modal




datam mereabisasikan
Eeglatan Usananya

Deefinisi operasicnal Keqlatan penyelesalan permasalabian dan
hambatan yvang dihadapl Pelaky Usaha dalim memeslsasican
kegiatan usahanya dilakukan melalul rapaty periemuan antara
Pelaky Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait, atau
narasumber dengan Wwhagan identifkas) permasalahan dan
hamtwitan yang dikadapl Pelaky Usaha dalam mereatisasikan
meglatan usahanya dan penyelesalan permasakahan dan hambatan
yang dinadapl Pelaku Lsaha dalam mensalisasikan

kegiatan usahanya

Jumiah Pedaku Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/

yang Mengikuti Soslalisasi
Terksananya Bimbingan Teknis/ Sostalisasi g"“"'lg': Teknis/ Data p—
Implementasi Perzinan Perizinan Berusaha 1 Pelaku Deinisi Opearional Kegiatan bimbingan teknis mekputl; Laporan
ki I mentasi Perizinan 266 266 266 12 Bulan | Kasbnakan
Berbasis Risikodan Pengawasan Perzinan Emph! ha Be Lisaha a. bimbingan teknis/sosialsac mplemaentas: Fenanaman M"iji! da
s o Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Modal
Perizinan Berusaha pengawasan Perizman Berusaha berbasis Risiko; dan
Barbask Risiks b. bimbingan teknis/sosialisas) Laporan Kegatan
Penanaman Modal [LKPM];
Jumiah Kagiatan Usana
dan Pelaku Uisaha yang Jumiah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan
Teiah Hanalisa dan
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Dnverifikasi Data, Profil
Profil dan Informas| Kegiatan Usaha dar dan Informasi Keglatan Laporan o
2 Pelaku Inspeisi Lapangan terhadap Kegiatan | Usaha dari Pelaku K. 13 13 13 Definsi opearsional Pengawasan adalah upaya memasian Data 12 6uan | Kebiaken
sérta Evaluasi Peniiaian Kepatuhan Ditakukan Inspelksi Usaha pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisas/ Penanaman Peranarman mt: i
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku | Lapangan ; sera Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dikaksanakan Modal
Lsaha Dlkakukan Evaluasi terhadap kegatan ysaha Derdasarkan tingkat Risiko dan tinghkat
Penilalan Kepatuhan keparuhan Peldaky Usaha, sesual dengan ketentuan peraturan
Pelaksanaan Perizinan perundang-undangan
Berusaha
Jumilah aparan yang tersedia dibagi
X 1007
Tersedianya Pengelolasn Datz dan i
. i hacs D Persantase Pengatahan target (12 laporan) Data Analis
23 Infricakal. Pertratin PErizinan yand | r.c gan Penyusunan Persen wo | 1o | 100 Bidang 12 Bulan | Kebhakan
Tenntegrasi pada Tingkat daerah Laporan Data/ Anll Muda
Kabupaten /Kot Definisi Operasional Persentase Pengalahan Data dan Penyusunan Informast
Laporan yang dimaksud adakah keseluruhan Rekap data perizinan
dan non perizinan dibagi dengan 12 bulan laporan dikall 100%
Jumlah Data dan Jumiah Dokumen yang tersedia
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Informasi Perizinan dan Laparan
dan Mon Periznan Berbasis Setem Pelayanan | Mon Perzinan Berbass ) " Data Analis
24 Perizinan Berusaha Terntegras! Secara Sistem Pelayanan Dokumen | 12 12 12 | Definisi Operasional Dokumen yang dimaksud adatah seluruh Data Bidang 12 Bulan | Webhakan
Eiektronik yang Diclah, Dikaji dan Perizinan Berusaha dan Informasi Perizinan dan Non Pertzinan Berbasis Sistem Data/ Ahll Muda
Dimantaatkan Terintegrasi Secara Pelayanan Penzinan Barusaha Terinegrasi Secara Elektronik yang Infarmasi

Elektronik yang Deolah,

Diolah, Dikajl dan Dimanfaatkan yang telah direkap perbukan.




Dikajl dan

pada Dokurmen Pefaksanaan Anggaran [DPA),

Dimantfaatian
Ada/Tidak
Persentase
Tersedignya Dokumen Perencanaan, mr:::: Dokmisn ——
F L] Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PEAEES ' da Persen 100 100 100 Defimsl Operasioal Persentase Ketersedaan Dokumen perencanaan, DM 12 Buian Famin TV
Perangkat Daerah yang berkualitas peEnganggaran dan pengangparan dan evaluasi kinera Perangkat Daerah yaitu Seluruh TSP
Mpm kines]a dokumen perencanaaan yang tersedia dibage jumiah dokymen
e . pefencanaan yang menjadi target Tahun berjalan,
Jumiah Dok ey
Tersusunnya Dokumen Perencanaan - " Laporan
26 Perencanaan Dokymen 2 2 3 z Esson
S " Perangkat Danrah Definis! aperasional Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaity | DPMPTSP Ruisn w
Diokimen Renstra, Renga Pokok, dan Renja Perubahan
Jumilah Dokumen REA- Ada/Tidak
Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan SKPD dan Laporan
2 \aporan hasil koordinas! koordinasd Hasil Koordinasi Dokumen | 1 ! p || Defaslopsraond REA adalah akune perencanian dan Laporan | 5 puten | Eseton 1v
penyusunan dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen penganggaran yang bens rencana pendapatan, rencand bekinjs DPMPTSE
REKA-SKPD program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagal dasar
pemyusenan APED,
Ada/ Tidak
Jumlah Dokumen
Perubahan REA-SKPD
Tersadibrys Dokumen Perutiahan RICA- dan Laporan Hasil [Definisi operasional REA Perubahan adalah dokumen perencanaan Laporan
. | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi K finasi LELnaN Dokumen 1 1 | untuk perode pada triwulan akhir thun, yang memual kebgakan, DEMETSE 2 Bulan Eseire: v
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | L o o hahan program dan kegiatan pembangunan, balk yang dilaksanakan
RKA-SKPD langsung cleh pemenntah deerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipas masyarakat.
Jumiah Dokumen DPA- Ada/Tidak
Tersexilanya Dokumen DPA-SEPD dan SKPD dan Laporan La
1 | Laporan Hasil Koordinasi Pemyusunan Hasil Koordinast Dokumen | 1 1 1 | Definisi aperasional OPA adaiah dokumen yang memuat pendapatan | SFORE | ) Bulen | Eselon IV
Dokumen DPA- SKPD Penyusunan Dokufmen dan belanta setiap OPD yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan
DFA-SKPD Cleh pengguna anggaran
Ada/ Tidak
Jumiah Dokumen
Tersecianys Dokumen Perubahan DPA- rﬂ"‘:“‘" WH‘EW Definisi aperasional DPA Perubahan adalah Dokumen Peiaksanaan S
0 SKPT; dan Laporan Hasd Koominasi o Daicarmien 1 1 i Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan pora 1 Bulsn Essseon IV
Peryusunan Doinemen Perubahan DPA-SKCPD IJ“ =|“” P:":”'ﬁ"" - belanja setlap SKPD yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan oleh DPMPTSP
SKPD pengguna anggaran, dalam Pelaksanaannya mengalami berbeds
g gengan kondis! di lapangan sehingga membutihkan penyesuaian




Ada/ Tidak

Jumiah Laporan
Capaian Kinera oan Definisl operasional Laporsn Capalan Kinerja dan ldiiisar Realisas:
Tersedianya Laporan Capaan Kinerja dan Tkhtrsar Realisasi Kinena SKPD yatu Laporan Lakipyang meupakan aporan
Ichimsar Healsas: Kinera SKPD dan Lapoman Kinerja SKPD dan kinerja tahunan Pemernntah Daerah yang bensl peranggungasaban s
b} Hasil Koordinas) Penyusunan Laparan Laporan Hasi Laparan 1 1 1 kmerja dalam mencapai tujuan/sasaran stratagis, dan merupakan DFIEI';fT‘SF 1 Bulan Ession v
Capalan Kinerjs dan [khtisar Realisas) Kinera | Koordinas) Penyuwsunan perwujudan kewajiban suaty instans! pemerintah untuk
SKPD Laporan Capaian mempertanggungjawabkan keberhasidan dan kegagalan pelaiksanasn
Kinerja dan [khosar misl organsas! dakam mencapal
Realisasi Kinsrja SKPD sasaran dan tujsan yang eiah dietapkan meialul Sstem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AdajTidak
Jumilah Laporan
Teraksananya Evaluasl  Kinerja Laporan
4 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Laporan 4 4 4 Definisi operasional Laporan Evaluasl finera Perangkat Daerah yang DPMPTSP 4 Bulan Fsalon [V
Perangkat Daerah dimaksud adakah Dokumen LKP), LPPD, Realsasi Peranyian Kinera
dan Evaluasi Renja
Ada/Tidak
Tersadianya dokumen pelayanan Pemmlc rE— Laporan Andls
i3 Administras Keuangan Perangkat Daeran administrasi Keuangan Persen 100 100 100 | pefinisi operasional Persentase Ketersediaan dokumen admmnistras: ppmprsp | 12 Bulen | Kebyakan
yang berkuslias Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Dasrah yaitu seluruh dokumen keuangan yang Ahh Mutia
tersedia dibagl dengan rencana dokumen kewangan dikall 1005
AdaTidak
Jumiah  Orang  yang Ora Definis| Opearsional Gaji adalah balas jasa dan penghargaan akas LADGraH Anals
i Tersetfianya Gail dan Tunjangan ASN Menerma Gajl dan | Gond’ | 38 | 38 | 38 | pestasi keria Pegawal Negen yang bersangkutan sedangkan Definsi | poaerep | 12Buln | Kebijakan
Tunjangan AS operasional Tunjangan adalah tunjangan yang diberlkan kepada PNS ARl Muda
yang besarannya dedasarkan pada nasil evaluas jabatan dan capalan
prestas| kerja setlap bulan
Anals
Teraksananya Penatausahaan dan Jumilah Dokumen Laporan
4 Tida
¥ Pengujian/ Verifkas Keuangan SKPD Penatausahaan dan | Dorumen | 4 " Ade/Tidak ppMpTse | 12 Bulen | Kebjakan

ANl Muda




(et SO it (06 Ten DT A ST LT
dokumen ying T 80 Es

1] Surist Permrantasn Pembevaren [5FF, e s
a4 SPE Uang Perwsduan (SPF UF,

b} SPP et Gang Persctaen §SPR 0L

. SPP-Tambahan Lsng | SF%-TL,

d) SPR-Langeung [SPR-LS

&) Regeter SPP,

1) Surat Penniah Membayar (SPM

3] Regester 5PM;

4} Surmt Perwilah Pencasen Dena (3P0

5 Regrter SPID;

&) Buly Kas Lmwm,

71 Buiny Semparan Bk,

B Buku Pamar,

9 Buity Pajak/ PPN /PPN

10) Regries Pendtupan Kas

11} Perincan Pengeluaran per Sancen Obyek

Definisl operasonal Penguian, Verfinks Leushgen SKEPD yalty sslsh
saty Dentull pEnQEwasan mekil PENguUan terhadap Dokumen
keuangan secara adrmnsstradil dengan pedoman dan irilere yeng
berlaiku

Tersadiarrys laporan keuangan bulanan/

Jumiah Laporan
Keuangan Bulanan/
Trivwulanan,

Ada [ Tdak

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan
imventarsasi adalah keglatan untuk mebkukan pendatsan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Millk
Negara /Dasrah

Semesteran SKPD dan dramin.
mmm“m Laporan Koordinas Dscumen Fi 2 2 Definis Dperasional Laporan Keungan Duldnan, [riwwisn /semesieran | B e
Wi Rty v SO PemyLsunan Laporan adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan melput! resisas: A Sty
Sulsian/Utwalnan/semasian Keuangan Bubanan/ keuangan setiap bulan dan Gap semestes,
Triveulanan,Semesteran
SKPD
Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Millk Daerah Pada
Persentase Perangkat Daerah dibagi target x 100%
Tersedi@ma dokumen pelayanan adminstras) | ketersediaan
Barenyg Milik Deerah Pada Perangkat Daerah | Administrasi  Barang Persan 100 104 100 1Y Bty Foaamew, T
yang berxualitas Milik Daerah Fada Definsi Cperassonal Persentase ketersediaan Administrasi Barang
Perangkat Caerah Milik Daerah Pada Perangiat Daerah yaity Persentase sshirun
laporan a5t vang direkap pertrivwulan.
Ada Tidak
Jurmiah Laporan Definisl operasional Laporan  Penatausahaan Barang Milk Daersh
Terinksananya Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang pada SKPD adatah kaian keglatan yang melputi pembukian,
Misk Daeruh pada SKPO Nk Doesah paca il T BT (R ety o g s g esdsrpecsen e | -




Prerueniase
eEmrsachann Darang
millk daetah penumang

100

100

Jumiah pengadaan barang milik dasrah dibagl jumiah tergat
rencana ¥ 100%

Laporan

12 Bulan Essdon [V
Urasts Pemertush Domeh unusan pemecutah Defink operasional ketersediaan barang milk daerah yaity jumish DewPYSP
daevah pengadaan yang tersedia dikantor
Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan
Jumiah Unit Perakatan
20 Tersecianys Peralatan dan Mesan Lainnya dan Mesin Lannya unit 1 { 1 g | 12 Buan | Eseton v
yong Dmsdnben Definsi operasional yang dimaksud adakan pengadaan bptopy
notebook, komputerPC, prnber dan mesin @innya yang bermanfaat
untuk kanbor
Jumlah penyediaan dokumen administrasi dibagl target x
Beratritae 100%,
a mepunmm Retersedasn dokumen | persan | 100 | 100 | 100 Lapodn | 1o Bun | Eseion IV
yang beriaitas adminsoas! Definmsi operasional Persentase ketersedaan dokumen administras) DPMPTSP
Kepegavwann Kepegawian yalty Segaia dokumen adminstras kepegawaian yang
tersedia dibagi target dokumen dikall dengan 100%
Jumiah Dokiumen Jumlah ASM dan kelengkapan administrasi kepegawalan
Pendataan dan
Terakcananya FPendataan dan Lapora
«Q Pangoiahan AGMnEITac Kapeoawaian Pengolahan Dokumen 38 3 i Defink: operasonal Dokumen Pendataan dan  Pengalahan Dp”pT!_r:.p 12 Buian Eselon TV
Admanstrasi Adminstras) Kepegawaian yaitu selurun data yang berkaitan dengan
Kepegawalan kepegawaan
Jumlah Pegawal yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Jumiah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Defingl operasiond] Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud suatu
gy | st PapaKitEm dim Resth Fungsi yang Mengikut |  Orang 1 1 1 | parsyanitan pekeraan untok spenald penguaasn berbags weporan | eBulan | Eselon v
Pagevnt Burcasacian Tiges don Fungel Pendidikan dan keterampilan, kéahban dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kera a8
Petatihan yang sesungguinya Bnnc dan rutin agar dapat menjalanian dan
mefyeletailan pekenaan yang diberkan kepadanyameliputi Dilatpm
L, ILIII dan Tv
Jumiah penyediaan jasa administrasi yang ada di kantor
dibagi target x100%
Persenitase pelsyanan
Terwujudnya Pelayanan Adminsiras wmum adminstras Umum Laporan
- Perangiat Persen 100 | 100 100 | Definisioperasional Persentase pelayanan administras Umum opMpTsp | 12 Bulan | Eselon IV
EBE/SE yang: Semiiite mﬁﬂ“ yene Perangkat Daerah yang berkualtas meliput penyediaaan peralatan,
penggandaan, Penyelenggardan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD yang tedsh dilaksanakan dan dilaporkan hasilivya
45 Tersadiamys Peralatan dan Perienglapan Jumianh i P'l; Paket 10 10 10 Ada/ Tidak Laporan 128 E N




Periengiapan Kantor
yilng Disediakan

Definiel operasional Paket Peralatan dan Pedengkapan Kantor yang
Disediakan adalah meliput! peralatan kepersitan dan periengkapan
kA

Jurnlah Paket Barang Ada/Tidak
Térsedianya Barang Cetakan dan Cetakan dan La f
4t Paket th Eeton
Penggandaan Penggandaan yang " } : ' | Definisi operasional Barang Cetakan dan Penggandasn ysiu mebpiti | DPmpTsp | 47 Bulan il
Disedtiakan jilid, fotocopy, spanduk, baliho dan beinaja cetak @innya
Jumian Laporan Ada/Tidak
Teraksananya Penyelenggaraan Rapat Pemyelengganaan Laparan
47 .
Koordinas! dan Konsultas! SKPO Rapat Koordinasican | MAPON |25 ) 301 30 b ooaraan Rapat Koordinas! dan Konsultasi SKPD meliput ppmprsp | 12 Bulan | Eselon IV
Konsultas SKPD rapat - rapal yang dilaksanakan didalam kota maupun luar kot
Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah
daerah yang disediakan
X 100%:
el Jumiah Target Penyediaan jasa p:-umjang
Tersedianya lasa Penunjang Urusan Estersediaan Jasa urusan pemerintah daera Laporan
- Pemerintahan Daerah Penunjang Uinusan Prrsen 100 100 100 DPMPTSP 12 Bulan Esslon IV
Pemerintah Daerah Definisio perasional Ketersediaan lasa Penunjang Urusan Pemenatah
Daerah yang dimaksud adatah Jasa konunikasi, sumber daya air dan
listrik, jasa pelayanan pmumiEanior, (253 surat manyurat jasa
pelayanan umumkantor, jasa peralatan dan perlengkapan
Ada
Jumian Laporan [Tidak
Penyedisan Jasa
Tersedanya Jasa Komuniesi, Sumber Daya
49 ¥ i i ¥ Komunikasy, Sumber Lapotan 1 k) 3 Definsi operasional Laporan Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumber EapOn 12 Bulan | Eselon IV
Adr dan Listrik DPMPTSP
Danya Abr dan Listrik Diaya Air dan Listrik mekputi Laporan tagihan air, tagihanlisin, agihan
yang Disad@kan internet, jasa konsultan [T yang tersedia
Ju:l'l'llall l.aﬂ:ll'in HdIfTHII:
50 Tersedianya Jasa Peralatan dan ::-':l:&?:;:‘m Laporan 1 i 1 Laporan
Pertengkapan Kantor Hatiangkain Karte Definisi opesasional Laporan Penyedwan Jasa Peraiatan dan pewpyse | 12Evln | Eaelon v
yang Dused@kan Perengkapan Kantor yaitu meliputi Bporan jasa kebersihan
Jumiah Laporan Ada/Tidak
Penyediaan Jlasa Lapoiran
51 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan l 1 H Essien
e Pelayanan Umum s Deefinist operasional Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum ppmpTsp | 12 Bulan w
Kantor yang Disediakan Eantor yang dimaksud melputl (258 supi dan jesa umum lainnya
Persentase Barang Jumiah Barang milik daerah panunjang urusan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Milik Dasrah penunjang pemerintahan daerah yang dipelihara
52 Dserah Penunjang Urusan Pemerintahan urusan pemerintan Persen 100 100 100 X 100% m 12 Bulan Eselon Tv
Disesrah daerah yang Jumlah Target Pemeliharaan Barang milik daerah
terpefihara penunjang urusan pemerintahan daerah
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Diefinnis operasionagl persedbase Baraig Mille Daerah penanjang
urusan pamdintal dasiah yang verpeiihara yaming meliput)
pemathiharaan kendaraan dinas dan pemelitaraan perakatan
danmesimlaiinys

Tersachanyn lesa Pemelbarsan, Buya

Jumlsh Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara

Dennil Operasional Kendaraan Perorangan Dings adatah Barang Laporan

Pameiharaan dan b Kendarsan Kendaraan Dinas
53 anoan pm'“ e T h:““'" ‘:nu Linit 4 14 14 Millk Negara/Daeral berupa kendaraan Bermatar yang DEMPTS 1 Bulan | Eselon IV

Peruy < Dinas Kenda BarE Gk digunakan oleh Pejabat Negara, pegawal Aparatur Sl Negara

latiata dnlhuu'urtin Pajaknya untuk melksanakan tugas dan fungst pada jabatan yang

diembannga,
Jumlah peralatan yang dipelihara
Jumiah  Peralatan

“ Teriaksananyn Pemeiitaraan  Peralatan | o0 T Unit 14 14 14 | Definisi operasional Peralatan dan Mesin Lamnya merupakan DFL‘P"HPTEW' 12 Bulan | Esélon v

dan Mesin Lainnya

yang Dipelihara

Susti aktivitas dengan bujuan untuk menjags agar peralatan
dan mesin selalu dakam kondisi balk melipot] pemelihsraan
Komputer/PC, Motebook/laptop dan AC

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Kepala Dinas

G fr——

K \ - . -8
HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda - IV /e
NIP : 19680928 200604 2 002




